REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan. Pegjabat Negara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/PMK.02/2011
TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA,
WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,
KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN HAKIM
AGUNG MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010 tentang Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisia, Hakim
Mahkamah Konstitus dan Hakim Agung Mahkamah
Agung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisia, Komisi Yudisia, Hakim
Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah
Agung;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota
Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3182);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5167);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri
Negara serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3184) sebagaimanatelah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 122);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang
Pemeliharaan Kesehatan Pegawa Negeri Sipil, Penerima
Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta
Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3456);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Subsidi dan luran Pemerintah dalam Penyelenggaraan
Asurans Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4294);

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

11. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010 tentang Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisia, Hakim
Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah
Agung;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011
tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya
Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG
PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN

KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMIS
YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN
HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. luran adalah iuran asurans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Perhitungan,
Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang
Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero).

2. PT Askes (Persero) adalah badan penyelenggara yang melaksanakan
kegiatan penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,
Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya,
Menteri dan Pegjabat Tertentu, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim
Agung Mahkamah Agung.

3. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan
Hakim Agung Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan
dengan fasilitas pelayanan yang paling tinggi selama melaksanakan
tugasnya.

4. Pegawa Negeri Sipil adalah calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri
Sipil, dan Pegabat Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

5. Keluarga adalah isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan
sesual peraturan perundang-undangan di bidang Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 2
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komis Yudisial, Hakim
Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung selama

menduduki jabatan diberikan layanan kesehatan layanan paripurna melalui
mekanisme asuransi kesehatan.
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(2) Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komis Yudisial, Hakim
Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung yang telah
mendapat manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang berlaku bagi
Pegawa Negeri Sipil, layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan dimaksud.

(3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan
kepada Keluarga Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisia, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah
Agung.

Pasa 3

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan
Hakim Agung Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
dari:
1. pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);

pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
3. pelayanan Rawat Inap (RI);
4. pelayanan gigi dan mulut;
5. pelayanan persalinan;
6. penggantian alat kesehatan;
7. pelayanan darah;
8. pelayanan General Check Up;
9. pelayanan evakuasi sakit;
10. pelayanan kesehatan di luar negeri; dan
11. pelayanan ambulans.

Pasal 4

(1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagamana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 1, melipulti:

a.  penyuluhan kesehatan;

b. pencegahan penyakit, meliputi perawatan kesehatan ibu dan anak serta
imunisasi;
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